
BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Konsep Penarikan Hibah 

1. Konsep Penarikan Hibah dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) 

Penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam yang 

telah dijelaskan pada Pasal 212 yaitu “Hibah tidak dapat ditarik 

kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, hal ini 

dipertegas oleh pasal 211 yaitu, “Hibah dari orang tua kepada 

anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Pengertian 

“dapat“ dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), 

tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh 

untuk menyelesaikan sengketa warisan. Pemberian hibah orang 

tua kepada anaknya berpegang kepada prinsip pembagian yang 

sama antara semua anak tanpa membeda-bedakan satu dengan 

yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan Rasullullah saw 

kepada sahabatnya dahulu. 

Menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya hukum Islam di 

Indonesia, menyatakan bahwa hibah sebagai salah satu jalan 

keluar pembagian harta peninggalan untuk menghindari dari 

konflik yang terjadi di kebanyakan pembagian warisan 

disebabkan oleh ada kalangan yang terhalangi menerima harta 

warisan disebabkan beda agama, anak angkat, atau disebabkan 

perbedaan bagian dari masing-masing ahli waris yang dipandang 

oleh sebagian masyarakat itu melambangkan ketidak adilan. 

Walaupun hal ini dipandang sebagai sikap mendua kaum 

muslimin menghadapi warisan. 

Hibah antara suami isteri selama perkawinan tidak 

diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang 

bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal, demikian pula 

hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, 

kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki. Ada beberapa 

orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan 

dari penghibah, yaitu : 

a. Orang yang menjadi wali atau pengampu penghibah. 

b. Dokter yang merawat penghibah ketika sakit. 
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c. Notaris yang membuat surat wasiat milik pemberi 

hibah. 

2. Konsep Penarikan Hibah dalam KUH Perdata 

Di dalam Burgelijk Wetboek (BW) hibah diatur dalam 

titel X Buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan 

pasal 1693. Menurut pasal 1666 BW, hibah dirumuskan sebagai 

berikut : "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana 

penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan 

dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda 

guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan 

itu". 

Dalam pasal 1688 BW dimungkinkan bahwa hibah dapat 

ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu: 

a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak 

dipenuhi. 

b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah 

melakukan atau membantu melakukan kejahatan 

yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain 

terhadap penghibah. 

c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah 

atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah 

jatuh miskin. 

Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, 

menurut KUH Perdata maka segala macam barang yang telah 

dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam 

keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang 

tersebut, misalnya saja barang tersebut sedang dijadikan jaminan 

hipotik ataupun ikatan kredit (credietverband), maka harus 

segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut 

dikembalikan kepada pemberi hibah. Suatu hibah dapat 

dimintakan pembatalan oleh pemberi hibah ke Pengadilan, atas 

alasan-alasan: 

a. Jika penerima hibah tidak memenuhi persyaratan yang 

ditentukan dalam perjanjian hibah; 

b. Jika penerima hibah terlibat dalam kesalahan atau 

membantu tindak pidana yang mengancam jiwa pemberi 

hibah, atau kejahatan lain yang diancam undang-undang 
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dengan hukuman pidana, baik yang berupa kejahatan 

maupun pelanggaran. 

c. Jika pemberi hibah jatuh miskin dan penerima hibah 

enggan untuk memberi bantuan nafkah kepadanya. 

Adanya peluang penarikan kembali hibah menjadikan 

fungsi hibah tidak jelas hal ini menjadi tidak adanya kepastian 

hukum. Selain juga bertentangan dengan fungsi hak milik. 

Adanya pembolehan penarikan kembali hibah hanya akan 

menunjukkan bahwa penerima hibah tidak mempunyai 

kekuasaan penuh. Hak mutlak seakan masih digenggam oleh 

pemberi hibah. Kekuasaan pemberi hibah tidak terbatas, 

sedangkan kekuasaan penerima hibah sewaktu-waktu dapat 

dicabut. 

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa dalam 

Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata juga membolehkan 

penarikan hibah dengan perbedaan hal yang mendasari 

pembolehan penarikan tersebut. 

 

B. Persamaan dan Perbedaan Penarikan Hibah 

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Konsep penarikan hibah yang terdapat dalam Kompilasi 

Hukum Islam tidak terlepas dari beberapa pendapat ulama, 

seperti ulama mazhab Hanafi mengatakan, orang yang memberi 

hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut pemberiannya 

setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih-

lebih sebelum diterima. Ulama mazhab Maliki mengatakan, 

pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik 

pemberiannya, sebab hibah akad yang tetap. Ulama mazhab 

Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna 

dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau 

pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, 

maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Ulama mazhab 

Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah 

diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu 

diterima. 

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak 

boleh menarik atau mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, 
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kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima 

hibah adalah anaknya sendiri. 

Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, 

maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera 

dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari 

beban-beban yang melekat di atas barang tersebut, misalnya saja 

barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun ikatan 

kredit (credietverband), maka harus segera dilunasi oleh 

penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada 

pemberi hibah. Sebagai akibat pembatalan hibah ada dua 

macam: 

a. Akibat pembatalan hibah karena penerima hibah tidak 

memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian hibah, 

adalah : 

1) Barang yang dihibahkan harus dikembalikan. 

2) Pada pengembalian barang tadi, harus bebas dari 

segala beban yang telah diletakkan penerima hibah 

atas barang tersebut; 

3) Penerima hibah wajib menyerahkan kepada pemberi 

hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang 

dihibahkan itu, sejak penerima hibah lalai memenuhi 

persyaratan yang ditentukan. 

b. Akibat pembatalan yang didasarkan atas kesalahan 

kejahatan atau pelanggaran atau oleh karena tidak 

memberi nafkah kepada pemberi hibah, adalah: 

1) Barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada 

pemberi hibah; 

2) Penerima hibah wajib menyerahkan kepada pemberi 

hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang 

dihibahkan itu, sejak gugatan diajukan ke 

Pengadilan; 

3) Beban yang telah terletak pada barang itu sebelum 

gugatan diajukan, tetap melekat pada barang 

tersebut. Sedangkan beban-beban yang diletakkan 

sesudah gugatan pembatalan didaftarkan di 

Pengadilan adalah batal. Dalam hal ini untuk 

menghindari pembebasan yang tidak diinginkan, 

pemberi hibah dapat mendaftarkan gugatannya di 
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kantor pendaftaran tanah, jika barang hibah itu 

adalah barang yang tidak bergerak. 

Tuntutan pembatalan hibah karena sebab ini, hanya 

dapat diajukan maksimal 1 tahun setelah penerima hibah 

melakukan kesalahan yang menjadi alasan pembatalan. 

Kembali pada persoalan penarik kembali hibah, bahwa 

menurut penulis, terbukanya kemungkinan bagi penghibah 

menarik kembali hibah maka hal ini akan berakibat kurang baik, 

kesan yang akan terbangun sebagai berikut: 

a. Pemberi hibah masih mempunyai kewenangan yang besar 

untuk mencabut kembali hibah. 

b. Kewenangan seorang penerima hibah tidak bersifat 

permanen karena sewaktu-waktu hibah itu bisa dicabut; 

c. Kurang memberi kepastian hukum tentang penerimaan 

hibah bagi penerima hibah. Seakan-akan penyerahan hibah 

itu tidak memberi kewenangan mutlak. 

Adanya peluang penarikan kembali hibah menjadikan 

fungsi hibah tidak jelas hal ini menjadi tidak adanya kepastian 

hukum. Selain juga bertentangan dengan fungsi hak milik. 

Adanya pembolehan penarikan kembali hibah hanya akan 

menunjukkan bahwa penerima hibah tidak mempunyai 

kekuasaan penuh. Hak mutlak seakan masih digenggam oleh 

pemberi hibah. Kekuasaan pemberi hibah tidak terbatas, 

sedangkan kekuasaan penerima hibah sewaktu-waktu dapat 

dicabut. 

2. Menurut KUH Perdata 

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan 

dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima 

hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah 

dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka 

penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada 

Pengadilan. 

Kalau penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia 

menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan 

mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-

hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika 

barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu 

dimasukkannya gugatan, juga disertai hasil-hasil sejak saat itu 
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(pasal 1691). Selain dari pada itu ia diwajibkan memberikan 

ganti-rugi kepada penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-

beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-

benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan. 

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal 1691, gugur 

dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari 

terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu 

dan dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah. Tuntutan hukum 

tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap para ahli 

warisnya penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya 

penghibah terhadap penerima hibah, kecuali, dalam hal yang 

tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, jika tuntutan itu sudah 

diajukan oleh penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal 

di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang 

dituduhkan (pasal 1692). Dalam ketentuan ini terkandung 

maksud bahwa, apabila penghibah sudah mengetahui adanya 

peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau 

menghapuskan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan 

hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah 

mengampuni penerima hibah. 

Apabila ketentuan pasal 1666 dan 1688 KUH Perdata 

dibandingkan dengan perspektif fikih, maka dapat disebut 

berbagai pandangan ulama, di antaranya, ulama Hanafiyah 

mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh sebab 

itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. 

Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW 

dari Abu Hurairah : 

اخشجَ ابي هبجَ ّالذاس )الْاُب أحقّ بِبّتَ هبلن يثبْت هٌِب 

(قطٌٔ  
Artinya : "Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang 

dihibahkan selama tidak ada pengganti”. (HR. Ibnu 

Majah dan Daruquthni) 

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa hal 

yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, antara lain 

yaitu : 

a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang 

kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, 
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karena dengan diterimanya imbalan harta/uang itu oleh 

pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan 

ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh 

dicabut kembali. Ganti rugi atau imbalan itu boleh 

diungkapkan dalam akad, seperti "saya hibahkan rumah 

saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan pula 

kendaraanmu pada saya", atau diungkapkan setelah sah 

akad. Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan 

hibah, seperti ungkapan penerima hibah "kendaraan ini 

sebagai imbalan dari hibah yang engkau berikan pada 

saya", dan boleh juga ganti rugi/imbalan itu tidak ada 

kaitannya dengan hibah. Apabila ganti rugi/imbalan 

setelah akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya 

tidak boleh dicabut. Akan tetapi, apabila ganti 

rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali 

dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali 

hibahnya. 

b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat 

harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk 

mempererat hubungan silaturrahmi, dan hibah dalam 

rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam 

kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah, tidak 

boleh dicabut. 

c. Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah, 

apabila penerima hibah telah menambah harta yang 

dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh 

dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang 

dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang 

dihibahkan itu adalah sebidang tanah, lalu penerima hibah 

menanaminya dengan tumbuh tumbuhan yang berbuah, 

atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu rumah itu ia 

jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu 

bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang 

dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, 

maka boleh hibah itu dicabut. 

d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan 

penerima hibah melalui cara apa pun, seperti menjualnya, 

maka hibah itu tidak boleh dicabut. 
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e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila 

penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah 

tidak boleh dicabut. 

f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan 

pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut. 

Terkait dengan masalah hibah, para ulama fiqh (Imam 

Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi) juga mengemukakan 

pembahasan tentang status dan hukum yang terkait dengan 

masalah pemberian ayah terhadap anaknya. Para ulama fiqh 

sepakat mengatakan bahwa seorang ayah harus berusaha 

memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang adil. 

Mereka juga mengatakan, makruh hukumnya memberikan harta 

yang kualitas dan kuantitasnya berbeda kepada satu anak dengan 

anak yang lainnya. Apabila sifatnya pemberian, menurut jumhur 

ulama, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak 

wanita. Seorang ayah harus bersikap adil. Sebagaimana 

tercantum dalam Hadits : 

عي الٌقوبى بي بشيش اى اببٍ اتٔ بَ سسْل الله صلٔ الله عليَ 

فقبل سسْل الله , أً ًحلت ابٌٔ ُزاغلاهبمبى لٔ: ّسلن فقبل 

فقبل , لا: اقل ّلذك ًحلتَ هثل ُزا ؟ فقبل : صلٔ الله عليَ ّسلن 

فبًطلق ابٔ : ّفٔ لفظ , فبسجعَ: سسْل الله صلٔ الله عليَ ّسلن

: فقبل . الٔ الٌبٔ صلٔ الله عليَ ّسلن ليشِذٍ علٔ صذقتٔ

اتقْاالله ّاعذلْا بيي : قبل , لا: افعلت ُزا بْلذك ملِن ؟ قبل 

(هتفق عليَ). فشد تلل الصذقت, فشجع ابٔ. اّلادمن  
Artinya : “Dari Nuqman bin Basyir bahwa ayahnya pernah 

menghadap Rasulullah saw. dan berkata: Aku telah 

memberikan kepada anakku seorang budak milikku. 

Lalu Rasulullah saw. bertanya: Apakah setiap 

anakmu engaku berikan seperti ini? Ia menjawab: 

Tidak. Rasulullah saw. bersabda: Kalau begitu 

tariklah kembali. Dalam satu lafal: Menghadaplah 

ayahku kepada Nabi saw. agar menyaksikan 

pemberiannya kepadaku, lalu beliau bersabda: 

Apakah engkau melakukan hal ini terhadap anakmu 

seluruhnya? Ia menjawab: Tidak. Beliau bersabda: 
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Takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap 

anak-anakmu. Lalu ayahku pulang dan menarik 

kembali pemberian itu”. (Muttafaq A'laih). 

عي ابي عوشّابي عببس سضٔ الله عٌِن عي الٌبٔ صلٔ الله 

قبل لا يحل لشجل هسلن اى يعطٔ العطيت ثن : عليَ ّسلن قبل

سّاٍ احوذ ّالاسبعَ )يشجع فيِب الاالْالذ فيوب يعطٔ ّلذٍ 

(ّصححَ التشهيزٓ ّابي حببى ّالحبمن  
Artinya: “Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. 

bersabda: “Tidak halal bagi seorang muslim 

memberikan suatu pemberian kemudian menariknya 

kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali 

apa yang diberikan kepada anaknya”. (H.R. Ahmad 

dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tarmidzi, 

Ibnu Hibban, dan Hakim) 

Berlaku adil terhadap anak-anak, menurut jumhur ulama, 

termasuk dalam pemberian harta ketika sang ayah masih hidup. 

Namun, hukum memberikan suatu pemberian dengan adil di 

antara anak-anak bukan berarti wajib, tetapi hanyalah sunat. 

Akan tetapi, Imam Hambali dan Muhammad ibn al-Hasan asy-

Syaibani (748-804 M) mengatakan bahwa sang ayah dalam 

memberikan hibah kepada anak-anaknya boleh saja 

membedakan sesuai dengan ketentuan waris yang ditetapkan 

Allah, karena mengikuti pembagian Allah itu lebih baik. 

Misalnya, memberi anak laki-laki sebesar dua kali pemberian 

kepada anak wanita. 

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak 

boleh menarik kembali atau mencabut hibahnya dalam keadaan 

apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan 

penerima hibah adalah anaknya sendiri. Alasan Jumhur ulama 

adalah sabda Rasulullah SAW : 

حذّثٌب ّميع ّأبْ عبهشقبل حذّثٌب ُشبم عي قتبدة عي سعيذبي 

قبل سسْل الله صلٔ الله عليَ ّسلن : الوسيّب عي ابي عبّبس قبل

(سّاٍ البخبسٓ)العبئذ في ُبتَ مب لعبئذفي قيئَ   
Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami dari Waki' dan Abu 

Amir dari Hisyam dari Qotadah dari Said bin al-
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Musayyab dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw 

bersabda: "Orang yang meminta kembali 

pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan 

kembali air ludahnya”. (HR. Al Bukhari) 

Dalam kaitan ini Imam Syafi’î mengatakan : 

ّليس للْاُب يشجع فٔ الِبت إرا قبض هٌِب  (قبل الشبفعٔ)

 عْضب قل أّمثش
Artinya: “(Syafi'i berkata): tidak boleh bagi penghibah meminta 

kembali pada hibah, apabila ia telah menerima dari 

hibah itu imbalan, sedikit atau banyak”. 

Dengan demikian, dalam perspektif Imam Syafi’î, hibah 

tidak boleh dicabut kembali manakala penghibah memberi hibah 

dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila 

penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan 

maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan 

pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak 

milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali 

harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan 

dengan prinsip-prinsip hibah. 

Dalam praktiknya, banyak hibah yang dicabut atau 

ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, 

misalnya penerima hibah berkelakuan buruk, memiliki jiwa 

pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal 

orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun 

kemudian berubah seiring perubahan waktu. Sebagai buktinya 

yaitu adanya kasus gugat menggugat di pengadilan antara 

penghibah dengan yang diberi hibah. Alasan dicabutnya kembali 

hibah itu karena penerima hibah telah menyalahgunakan barang 

hibah itu. 

Terhadap kenyataan tersebut, Abdurrahman al-Jaziri 

dalam kitabnya, Al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba‟ah 

mengetengahkan pendapat berbagai mazhab tentang penarikan 

kembali hibah di antaranya mazhab Hanafi berpendapat : 

 ليس للْاجب أى يشجع في ُبتَ إلا أهْس هفصلت في الوزاُب
Artinya : “orang yang memberi tidak dibenarkan mencabut 

kembali pemberiannya, kecuali dalam beberapa 

perkara yang diperinci dalam beberapa mazhab”. 
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Dari pendapat para ulama di atas, maka jika 

dibandingkan antara hukum Islam dengan Pasal 1688 KUH 

Perdata, maka penulis condong pada Hukum Islam. Apabila 

ditelusuri secara lebih mendalam, istilah hibah itu berkonotasi 

memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa 

mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama 

artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, 

istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi 

hibah. 

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak 

penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang 

dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah 

termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak 

penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada 

pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dan penerima itu 

untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik 

pertama. Dalam konteks ini, hibah sangat berbeda dengan 

pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula. 

Dengan terjadinya akad hibah maka pihak penerima dipandang 

sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya 

sendiri. 

Suatu catatan lain yang perlu diketahui ialah bahwa 

hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) 

kepada pihak penerima di kala ia masih hidup. Jadi, transaksi 

hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan 

atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi 

hibah meninggal dunia. 

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dengan 

sederhana dapat dikatakan bahwa hibah adalah suatu akad 

pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di kala ia 

masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Oleh 

sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan 

karena mengharapkan pahala dari Allah, serta tidak pula terbatas 

berapa jumlahnya. 

Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai 

akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah 

tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, 

sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Pada 
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dasarnya pemberian adalah haram untuk diminta kembali, baik 

hadiah, sadaqah, hibbab maupun washiyyat, karena itu para 

ulama menganggap permintaan barang sudah dihadiahkan 

dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali. 

Dengan demikian, pendapat jumhur ulama bila 

dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam sangat relevan. 

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam/Inpres No. 1/1991 dengan 

sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik 

kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadis-

hadis yang menjelaskan tercelanya mencabut kembali hibahnya, 

menunjukkan keharaman pencabutan kembali hibah atau 

sadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. 

Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua 

yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. 

Dari sini penulis berpendapat bahwa Hukum Islam 

dalam persoalan ini (masalah penarikan kembali hibah) sangat 

sesuai dengan peran dan fungsi hibah. Hukum Islam telah 

menempatkan posisi penerima hibah sebagai orang yang 

mempunyai hak dan dapat mempertahankan hak yang telah 

diberikan oleh pemberi hibah. 


